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Bagian Hukum Setda Kab. Kudus

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG HARGA DASAR AIR TANAH DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Menimbang :

Mengingat

DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air
Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus
dengan mempertimbangkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman
Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai
Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa

i

Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk
Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/ Kota
Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Kudus
Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air Tanah dan
Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus tidak sesuai
lagi sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus
Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air Tanah Dan
Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
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10.

11.

12;

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai
Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 408);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk
Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman
Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai
Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Nomor 54);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
929);
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Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun
2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 134);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Harga Dasar Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah di
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG HARGA DASAR AIR TANAH DAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Kudus
Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air Tanah dan
Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 40) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(2) Pengenaan NPA secara bertahap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut:

a. Tahun 2020 sebesar 20% (dua puluh persen) dari NPA;

b. Tahun 2021 sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima
persen) dari NPA;

c. Tahun 2022 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
NPA;

d. Tahun 2023 sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma
lima persen) dari NPA; dan

e. Tahun 2024 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari NPA.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 ppril 2020

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal %0 gpril 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Q{ML@( ML(

SAM’ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 19
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